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DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEBEN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Keben Tahun Anggaran 2014
dengan Peraturan Desa.

Mengingat +1.  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 ),

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahin 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587 );

5. Pearturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593 );

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelotaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2001 Nomor 35 )

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi
Dana Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 1 tahun 2007 ( Lembaran. Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007
Nomor 1 /E) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor $ Tahun 2006 Tentang Pedoman
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);

i1.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang
Pembentukan Perturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2006 Nomor 11 /E);

-



12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 20006 tentang Sumber
Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2006 Nomor 14/E),

13.Peraturan Deerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun ANGGARAN 2014;

15. Peraturan Bupatl Lamongan Nomor 4 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan tahun 2012 Nomor 4);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Bslanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014

Memperhatikan : Berita acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Keben tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN
Menetapkan  : PERATURAN DESA KEBEN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN
ANGGARAN 2014

BABI -
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : -

a. Desa adalah kesatuan masyarskat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat sefempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten ;

b. Pemerintahan Desa adalah keglatan pemerintah yang ditaksanakan cleh Pemerintah Desa dan

Badan Permusyawaratan Desa Keben;

Pemerintah Desa adalah keglatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Keben;

Kepala Desa adalah pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;

€. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan pemmusyawaratan dari
pemuk&-pemiuka masyarakat yang ada di desa, berfungsi mengayomi adat istiadat, menampung
dan menyalurkan aspirasl masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintah desa;

f  Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan Kewajiban
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; ‘

g. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan
Badan Permusyawaratan Desa ; ‘

h. Anggaran Pendapaian dan Belanja Desa (APBDes) agalah Rencana Operasional tahunan Program
Umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang diteriemahkan dalam angka-angka Rupiah,
disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak perkiraan batas tertinggi
pengeluaran Keuangan Desa.

i.  Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan ashi desa, pendapatan dari bantuan pemerintah

gabupaten, pemerintah propinsi, pemerintah pusat, sumbangan dari pihak ke tiga dan pinjaman

esa.

Kekayaan Desa adalah kekayaan yang bersumber darl kekayaan desa yang bersangkutan.

Swadaya masyarakat adaiah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan misiat Sendii

mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan yang dirasakan dalam masyarakat.

oo

o

BABII
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
c DESA KEBEN

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa (APBDes) Desa Keben ditetapkan oleh Kepala Desa
setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk Peraturan Desa dan
setambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan.

Ld



Pasal 3

(1) Sumber-sumber Pendapatan Desa berasal dari :
Pendapatan Asli Desa;
Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
Bantuan dari Pemerintah Propinsi;
Bantuan dari Pemerintah Pusat;
Sumbangan dari Pihak ketiga;
f.  Pinjaman Desa.
(2) Belanja Desa atau pengeluaran yang terdiri dani :
a. Belanjalangsung;
b. Belanja tidak langsung.

P00 o

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) desa Keben Tahun Anggaran 2014 ditetapkan
sebesar Rp: : 1273650000 ( Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima

s N k.. o2 ol b Ao men atralemes
Piiliini Ribu Rupian ) Gengan inCian .

- a Pendapatan Rp:  1550.094.000
b. Belanja
1) Langsung Rp.  1.ZZ34S0000
2) Tidak Langsung Rp. 324 544000
Jumiah Rp.; 1550.894.000
b. Pembiayaan

1) Penerimaan Rp. 600.004
2) Pengeluaran Rp. 600000 °

Jumiah Rp. -
(2) Rinclan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana terlampir pada
fampiran | .
Pasal §

Rincian-fincian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Desa merupakan s
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Setiap penefimaan dan pengeluaran keuangan Desa dicatat dalam buku administrasi keuangan Desa dan
harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa sesuai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran yang
dapat dipertanggungjawabkan.

PERUBAHAN DAN PENGHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

Pasal 7

(1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran terhadap Arggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) yang telah disiapkan, maka akan dilakukan perubahan Anggaran Keuangan (PAK)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan menetapkan dalam Peraturan Desa

. tersendiri. _

(2) Penetapan Peraturan Desa sebagalmana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dliakukan perubahan
APBD Kabupaten Lamongan.

Pasal 8

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya Tahun Anggaran 2010, Kepala Desa Wallb
menetapkan Peraturan Desa mengenal Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan
persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.



Pasal 9

(1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan kepada APBDes jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia
dan atau tidak cukup dananya dalam APBDes;
(2) Kepala Desa dilarang melakukan atau mengijinkan pengeluaran &tas beban Anggaran Desa untuk
tujuan lain selain dari yang telah ditetapkan dalam Angdaran Desa,
Pasal 10

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, te arah dan ferkendati sesual
dengan rencana kegiatan dan fungsi Pemerintah Desa. ,

PENGAWASAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 11

Kepata Desa Mempentanggungjawabkan Pengelolaan Anggaran Keuangan Desa Kepada Rakyat melalui
Badan Permusyawaratan Desa Selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan berakhimya Tahun Anggaran.

Pasal 12

Pengawasan Atas Ketertiban dan kelancaran pelaksaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa
dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa

BABHl *
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

1. Hakhal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai
pelaksanaanya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa ;

Dengan berlakunya peraturan desa Ini meka segala Peraturan Perundang-undangan yang mengatur
tentang APBDes Desa Keben dinyatakan tidak berlaku; .
Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggatl ditetapkan;

Mengumumkan Peraturan Desa inf Dalam Lembaran Desa Keben.

Eal B




PENJELASAN ATAS
PERATURAN DESA KEBEN
NOMOR 01 TAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
7 TAHUN ANGGARAN 2014
DESA KEBEN KECAMATAN TUR!

1. PENJELASAN UMUN

Dalam rangka untuk meningkatkan ketertiban dan kefancaran penyelenggaran dan
pembangunan secara -terencana dan terpadu serta untuk menggali sumber-sumber
pendapatan desa dan swadayalpartisipasl gotong - royong yang diharapkan dapat
mempertancar roda pemerintahan dan pembangunan Desa, disamping untuk menggali
kekayaan Desa dan Tanah Kas Desa, dan obyek-obyek lain yang dikelola desa demi
kepentingan pembangunan Desa, maka perlu penyusunan dan penetapan APBDes
sekaligus sebagai tolak ukur jalannya Pemerintahan Desa dan target yang ingin dicapai.

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 - Pasal ini dimaksud untuk menyamakan arti terhadap beberapa istilah
yang dipergunakan dalam Peraturan ini.
Pasal2 - Dalam penyusunan APBDes harus mendapatkan persetujuan dari BPD

dan dibual sefiap tahun anggaran selambat-lambainya saiu buian
setelah APBD Kabupaten dtetapkan.

Pasal 3 : Pasal ini menjelaskan sumber-sumber keuangan Desa.

Pasal 4 . Pasal ini memerlukan besamya angka dalam rupiah terhadap jumiah

anggaran penerimaan, pengeluaran  rutin dan pengatuaran

pembangunan Desa untuk tahun anggaran 2014.

Pasal 5dan6  : Cukup jelas.

Pasal 7 : Penetapan, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
dimaksudkan untuk mengetahui beberapa pendapatan yang diperoleh
dan berapa Belanja Desa serta berupa sisa angka yang diperoleh dalam

Kas Desa.
Pasal 8,9,10 : Cukup jelas. .
Pasal 11 - Dalam sefiap akhir tahun anggaran, Kapala Desa wajib melaporkan

keterangan pertanggungjawaban kepada Bupati lewat selambat-
lambatnya 3 (Tiga) bulan setelah berakhimya Tahun Anggaran.

Pasal 12 . Cukup jelas.

Pasal 13ayat1 : Mengenai pelaksanaan terhadap pasal-pasal penerimaan dan
pengeluaran akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan
Kepala Desa. :

Pasal 13 Ayat 2

s/d ayat 4 : Cukup jelas
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBEN

(BPD)

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBEN KECAMATAN TURI

NOMOR : 188/01/413.302.07.1/2014

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEBEN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBEN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBEN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang periu
menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Keben
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Keben Tahun
Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerinteh Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4438); '
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5234),

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
-(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;



Memperhatikan

Menetapkan

10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);; ‘
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006
tentang Alokasi Dang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun
2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007
Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun' 2006
tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2006 Nomor 6/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006
tentang pembentukan Bdan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006
tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor ~ Tahun 2011
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2011 Nomor / );

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor18 Tahun 2006
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor
15/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2013 Nomor 11);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 04 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 37 );

Peraturan Desa Keben Nomor 188/01/KEP/413.302.07/2013
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa.

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Keben membahas
rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Keben tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEBEN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBEN
TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Perafuran Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Keben Tahun Anggaran 2014



Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

”

Ditetapkan di Desa Keben
Pada tanggal, 27 Januari 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBEN




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEBEN KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA KEBEN |
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBEN KEC. TURI
TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor:02/...... /413.302.07.1/2014

Pada hari ini ............, tanggal ......, bulan ............ Tahun Dua Ribu Empat Belas,
bertempat di Balai Desa ........... Kecamatan ....... . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa
................. perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

. Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa .. ... mengadakan rapat
membahas rancangan Perdes tersebut

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan
saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa ............. menyatakan menyefujui
rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ............ Tahun
Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa ............... Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan
selanjutnya

Anggota

3. H:M.SHOCHIR |
’Anggota ........... " A

4, Drs:M. M&AYHH» } M.H
Anggota

SUIA L sad.

Anggota ... ; iy rns)

7. H.ABYEAT, ngf_m
Anggota
8 woddANEL

Anggota

o MROMLOY o
Anggota




{Lampiran
Nomor

Tanggal
Periha

: Peraturan Desa
: 01 Tahun 2014
+ 27 Januari 2014
: RAPBDesa

I(NGG.ARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBEN KECAMATAN TURI

TAHUN ANGGARAN 2014
1
KODE TAHUN TAHUN
REKENIN URAIAN SEBELUMNYA | BERJALAN
B ‘ (RB) (RB)
| Z . 3 4

L. PERDAPATAN

11 | PENDAPATAN ASLI DESA 148100000 | 634.500.000
LU Hasil Usahs Desa 6.500.000 7.000.000
L BUMBes POM-DKE 1.000.000 1.000.000
1112 BlIMDes Air Bersih 2.500.000 2.500.000
1143 UPK ( Bardu Taskin ) 1.000.000 1,000.000
L4 KOPWAN 200.000 500.000
AEH] PUAP ann.Ann 1000 000
115) Hasil Usaha PKK (simpan pinjam ) 1.000.000 1.000.000
112 HASIL PENGELBLAAN KEKAYAAN DESA 73400.000 73.100.840
W24 Tanahas Dasa 73.00.000 73100.000
1124 Hasil Tanah Kas Desa 7.600.000 7.600.000
11242 [ Tanah Bengkok 50.000.000 §0.000.000
11213 Hasil Tanah Kas Bengkok Eks. SEKDES 15.500.000 15.500.000
113 HASIL SWADAYA DAN PARTISIPASI 56.500.000 | 542.500.000
113) Swadaya Sawah Tambak ( Amira) 1.500.000 1.500.000
1132 Swadaya Pembangunan masjid - | 500.000.000
113.3 Swadaya Rutin (perbaikan Makam, HUT RL dIl) i 30.000.000 30.000.000

: Swadaya pendampingan Pembangunan

1134 (ADD.BANSUN PORDS PAPH) 25.000.000 25.000.000
114 HASIL GOTONG ROYONG 2.000.000 500.000
L4t Nilai gotang royong yang diuangkan 2.000.000 a00.000
115 LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH 11.000.000 11.400.000
145) Hasll penyewaan HAND TRAKTOR/DIESEL - 1.000.000
115.2 Administrasi |zin Keramain / Kesedian/ Hejatan 500.000 a00.000
1153 Administrasi Beli Sawah dan Menyewakan Sawah a00.000 200.000
{154 Administrasi NTCR atau Nikah 500.000 200.000
11.5.5 Administrasi Beli Tanah dengan balik nama 500.000 300.000
119.6 Infaq dan Stmdagoh waktu sedeksh Bumi 9.000.000 9.000.000

1.2 { BAB! HASIL PAJAK 3.000.000 3.000.600
.24 Bagi Hasil Piak Kabupaten - -
122 Bagi Hasil PBA ( 64.8XI0%)Xbaku 3.000.000 3.000.000

1.3 | BAGI HASIL RETRIBUSI - -

1.4 | Bagian Dans Perimbangan Keuangan Pusat Dan Dasrsh 52.000.000 52.000.000
14 ADD . 46.500.000 46.500.000
142 BANSUN 5.500.000 5.500.000

(5 mm Pamarirtah Propiml, Kebupaten, den 473580500 |  TID250.000
151 Bantusn Keuangan Pemerintah Pusat 170.341.500 |  4(5.000.000
15 PNPM (fisik Pelatihan.SPP) 170.34.500 |  165.000.000
1.5..2 PRIP - | 250.000.000
1513
15.2 Bentuan Keuangan Pemerintah Propinsi §0.000.000
1.5.2. Bantuan Keangan Desa ( BKD ) - 50.000.000
153 Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kots 253.250.000 | 245.250.000
1.9.3. Tunjangan Tembahan Penghasilan Kepala Desa 1.400.000 12.600.000




1532 | Tunjangan Tambzhan Penghasilan Perangkat Desa 84800.000 |  £3.000.000
1533 | Tunjangan Penghasilan BPD 4.650.600 4,650.000
1.5.34 Bantuan RT @250.000 X 10 2500.000 2.500.000
15.3.5 | Asurensi Kepala Desa 1.000.000 -
1538 { Bantuan Pembangunan Kantor / Balei Desa -
15.3.7 Bantubin Purna Bakti Kepala Desa 5.000.000 -
1.5.38 Bantuan Pemilihan Kepala Desa 6.500.000 -
15.38 Bantuan Purna Bakti BPD 4.500.000 -
15310 | Bantuan Operasional BPD 2500.000 2.500.000
1.5.31 Bantuan pembentukan BPD 600.000 -
15342 | Jalan Poros Desa (Pengaspalan) / PAK 120.000.000 |  120.000.000
15313 | Pembangunan Jalan Pertanian (Makadem) /PAK . 40.000.000 | 40.000.000
154 Bantuan Keuangan Desa Lainya - -

1.5 | HIBAH 173.464.000 |  150.344.000
151 Hibzh Dari Pemsrintah pusat 143.144.000 143.144.000
16 Bantuan Raskin 90.144.000 80.144.000
162 Bantuan PKH 53.000.000 53.000.000
182 Hibah Dari Pamerintah Propinsi - -
6.3 Hibsh Dari Pemerintah Kahupaten/Kota - -
1.8.4 Hibah Dari Badan/[rganisasi/Swasta Z5.000.000 5.000.800

Dari BUMDes (Air Bersih.PUAP.UPKU Gardu

1641 taskin Kapwan PKK POM-DKE) 25,000,000 5.000.000
16.9 Hibah.Dari Kelompok Masyarakat . 5.000.000 2.210.000
1.6.81 Dari Donatur perarangan i Desa ( Kegiatan HUT Rl ) 3.000.000 2.200.000

1.7 | Sumbangan Pihak Ketiga ) 28.500.000 -
¥A Sumbangan Dana Pilkades 28.500.000 -

JUMLAH PENDAPATAN (1.141.241 3+1.4+1.5+1.5+1.7) 829.335.500 | 1.550.084.000
2
| 2 3 4

Z BELANJA

2.1 | BELANJA LANGSUNG (2.1.142.1.2+2.1.3) 429.241.500 | 1.723.450.000
214 Belanja Pegawai / Honorarium 14.800.000 16.200.000
yAlll Honorarium Petuges Pemungut dana Sawah 100.000 -
2112 Honorarium Pemungut Gotong royong 100.600 -
2113 Honorarium LINMAS 2a0.000 250.000
2114 Henerarium Petugas K 3 | Balsi Desa Ba0.000 650.000
2115 Honorarium KPTD - -
2118 Henorarium PKBD 150.000 150.000
yaRN| Honorarium Sub KRB0 ot EHAHHTH
2118 Honerarium Kader Gizi 250.000 250,000
2118 Honorarium 10 Ketua RT 5.000.000 5.000.000
21110 Hongrarium § Ketua RW 500.000 a00.000
Al Honorarium Pengurus LPM 900.000 1.000.000
21112 Honorarium Pengurus BPD 400.000 300.000 |» .0
21113 Honorarium Madin 1.700.000 1.700.000
21144 Honorarium Petugas PBB . 1.900.000 1.500.000
yARRS] Bantuan Transpert KPMD - 200.000
24118 Bantuan Transport KADER TEHNIK ( KT ) - 100.000
21017 Hongrarium Pembantu bidan Desa ( Dukun Bayi ) 250.000 250.000
2118 | Honorarium Penjaga Masjid 1.700.000 1.700.000
21118 Bantuan ke M| {.700.000 1.700.000
212 Belanja Barang/.Jssa 412.841.500 | 1.202.850.000
2121 Belanja Perjalanan Dinas 4.250.000 4.250.000




2124 Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa 500.000 2.500.000
21212 | Belanja Perjalanan Dinas SekDes . - -
21243 | Belanja Perjalanan Dinas Kasun, Kaur, Kasi 500.000 1,000.000
21214 | Belanja Perjalenan Dinas Lembags 200.000 §00.000
21215 | Balanja Pejelanan Dinas PKBD/Sub PXBD 200.000 250.000
2122 | Balonja Bahan/ Material 407691500 | 1137.600.000
21221 | Pembiayaan ATK 500.000 500.000
21222 | Paralatan Kantor 2500.000 500.000
21223 | Perlengkapan Kantor 500.000 500.000
21224 | Biaya Rapat Rapat 1.000.000 500.000
21225 | Pembayaran Rekening Listrik 1.950.000 1.650.000
21228 | Pemeliharagn Gedung / Kantor 500000 500.000
21227 | Pemeliharaan Jalan Desa 1.000.000 500.000
21228 | Pemeliharaan Bendungan dan Tanggul Besa - -
21229 | Pemeliharaan Bedung SON 500.000 500.000
212210 | Pengurukan Lokasi Blei Desa - -
212211 | Pengurukan Badan Jalan - -
212212 | Pengurukan dan Irigasi Mekam Desa 24.000.000 20.000.800
712213 | Pembangunan Masiid - | 500.000.000
202944 E:g::l Ee):tnn jalan Lingkungan dan gorong-gorong (ADD dan 2% 000,000 95.000.000
212215 | Program PNPM-MPd {70.34.500 |  165.000.000
212218 | Pemedelan jalan pertaniandUiT (PAK) 40.000.000 40,000.000
212217 | Pengaspalan Jalan Poras Desa (PAK) 120.000.000 120.000.000
212218 | Pembangunan Alokasi Dana BKD - | 50.000.000
212219 | Pembangunan Alokasi Dana Pragram PPIP - | 250.000.000
212220 | Biaya MAD | { Susialisasi PNPM-MPD) - 200.000
212221 | Biaya MD Il (Sosialisasi PNPM-MPD) 100.000
212222 | Biaya Musdus dan MKP tingkat Dusun PNPM-MPD 100.000
212223 | Bisya MOKP {00.000
212224 | Biaya MD IV (perencanaan PNPM-MPD) i00.000
202275 | Biaya MD | (Msrenbangdes) 100.000
212228 | Biaya MD Il ( informasi hasil MAD penatapan) PNPM-MPD {00.000
212227 | Biaya pra pelsksanaan ( Pelaksanaan Lelang ) pnpm-mpd 100.000
212228 | Biaya Swadaya kegiatan PNPM-MPD 5.550.000 5.550.000
212223 | Biaya pelestarian dan pemeliharaan pembangunan PNPM-MPD 2000.000 1.000.000
2123 | Penbayaran Premi Asuransi ‘ 1.008.808 -
21231 | Asuransi kepala Desa - 1.000.000
213 Belanja Modal 2.000.800 -
213, Belanja peralatan 2000.000
Belanja tidak langsung A

22| (2244222422342 2422 5+2.25) SIZWATHD | 3245644000
221 Belanja pegawai/penghasilan tetap 161.750.000 | 158.250.800
2211 Belanja Pagawai / Penghasilan Tetap Kepala Desa 47.800.000 44100.000
2211 Belanja Penghasilan bengkok kepala Desa 31.500.000 31.500.000
22402 | TPAPD Kades i1.400.000 12.600.000
22113 | Purna bakti kepala Desa 5.000.000 -
2212 | Balanja pegawni/Penghasilan Sekdes £.000.000 6.000.000
22121 | Tunjangan Kinerja sekdes Pt Sekdes . 5.000.000 £008.088 |4/
22122 | TPAPD Sekdes - .-
2213 | Belanja pegawai/Penghastian tetap Kasun 15.300.800 16.500.000
22131 | Penghasilan bengkok tetap Kasun 1.500.000 7.500.000
22132 | TPAPD Kasun 7.800.000 5.080.000
2.21.4 Belanja pegawai/penghasitan tetap kasi dan kaur Bi.300.000 | 85.500.000




22141 | Penghasilan Tetap Kasi dan Kaur (bangkok) 31.500.000 31.500.000
22142 | TPAPD Kasi dan Kaur 48.800.000 54.000.000
2215 | Belanja pegawal/penghasilan tetap BPD 12.250.000 7.450.000
2245 | Tunjangan BPD 4650.000 4.650.000
22182 | lang operasional dan rapat BPD 2500.000 2500.000
22153 | Belanja Pembentukan BPD 600.000 -
22154 | Purna bakti BPD 4.500.000 -
222 Belanja Hibah q00.000 -
222 Pemeliharaan Makam 500.800 -
223 Belanja Bantuan Sosial 159.786.000 | 159.144.000
223} Penyaluran Raskin 50.144.000 94.144,000
2232 | Penyaluran PKH 53.000.600 53.000.000
2233 | Kegiatan PHBI/PHBN 11.700.000 10.000.000
2234 | Kegiatan bersih Desa 1.500.000 a00.000
2235 | Perlombaan fesa 1.000.000 500.0066
2238 | Pembinaan Perangkat Desa 700.000 500.000
2237 Pembinaan Linmas 250.000 -
2238 | Pembinaan PKK 500.000 500.000
2239 | Pembinaan Karang Taruna a00.000 -
22310 | Pembinaan RT/RW 500.000 -
224 Belania Bantusn Keuangan B64.350.000 15.250.000
2241 Dperasional Pemerintsh Desa 3.000.000 3.000.000
2242 Operasional LPM 2000.000 A.000.000
2243 | Operasional PKK 3.000.080 3.100.000
2244 Dperasional Karang Taruna 1.000.000 1.000.000
2245 | Operasional Posyandu 500.000 500.000
2248 | Operasional RT/RW 2.000.000 2.500.008
2247 Operasional Linmas 250.000 250.000
2248 | Dperasional Koptan/HIPPA 500.000 1.000.000
2248 Operasional Biaya Pilkades 52100000 -
225 Belanja Tak terduga 15.750.000 1.000.000
2251 Keadaan Darurat - -
2252 | Bencana Alam - 1.000.600
2253 | Tali Asth Purna Kepala Desa 15.700.000 -
228 Belanja Kegiatan Lain-lain - -
JUMLAH BELANJA (2.1+2.2) 829.335.500 | 1.550.694.000
3 PEMBIAYAAN
3.1 | Penerimaan Pembiayaan - -
a4 Sisa lebth perhitungan Anggaran (SILPA) Tehun )

" sebelummya i
312 Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisshkan - -
313 Pengrimaan Pinjaman - -

3.2 | Pengeluaran Pembiayaan - G00.000

32| Pembentukan Dana Cadangan - 600.000

322 Penyartaan Mnda| Desa - -

323 Pemhayaran Hutang - -
JUMLAH PEMBIAVAAN (3 1+3.2)




